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Meskipun kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak yang dijamin
baik oleh Islam maupun hukum nasional, perempuan masih memiliki keterbatasan
akses dan kesempatan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aktivis dan politisi perempuan
di Kalimantan Selatan demi meningkatkan partisipasi mereka di lembaga-lembaga
legislatif, serta menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi
partisipasi politik perempuan. Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam dari para
tokoh seperti Ziba Mir Hosseini, KH Husein Muhammad dan tokoh hukum nasional
yang pro-emansipasi seperti R.A Kartini dan Maria Ulfa Santoso dipakai dalam
penelitian ini sebagai perspektif untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan
kebebasan berserikat dan berkumpul telah mencapai tujuan dimaksud.

Metode dalam penelitian ini adalah metode empiris yang melibatkan
wawancara dan observasi terhadap aktivitas dua belas aktivis politik Kalimantan
Selatan selama periode penelitian pada tahun 2021-2024. Kategori responden pada
penelitian ini terdiri dari tiga kelompok: perempuan-perempuan yang pernah
dicalonkan, pernah menjabat, dan yang sedang menjabat dari tahun 2004-2024 pada
DPRD di tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat provinsi.

Dari hasil wawancara, keberhasilan perjuangan mereka dipengaruhi aspek-
aspek politik, sosial-ekonomi dan budaya, dan mencakup faktor-faktor keluarga,
keuangan, dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang
telah dilakukan para aktivis politik perempuan antara lain: pertama, tetap
memperjuangkan kuota 30% keterwakilan perempuan; kedua, pembentukan sayap
partai perempuan pada partai-partai politik; ketiga, melakukan advokasi, pelatihan
dan program-program capacity building; dan keempat, peningkatan pendidikan
baik formal maupun non-formal bagi perempuan termasuk macam-macam bimtek
dan short course.Akan tetapi, target 30% keterwakilan perempuan belum pernah
tercapai dari hasil pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 di semua tingkatan.
Angka tertinggi pun hanya 29% yaitu untuk Kota Banjarmasin di tahun 2009
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Even though freedom of association and assembly are rights guaranteed by
both Islam and national law, women still have limited access and opportunities in
Indonesia. This research was conducted to analyze the efforts made by women
activists and politicians in South Kalimantan to increase their participation in
legislative institutions. Fundamentals and principles of Islamic law from figures
such as Ziba Mir Hosseini, KH Husein Muhammad, and pro-emancipation national
legal figures such as R.A Kartini and Maria Ulfa Santoso are then used in this
research as a perspective to analyze the extent of the use of freedom of association
and gathered has achieved the intended goal.

This research uses an empirical method that involves interviews and
observations of the activities of twelve South Kalimantan political activists during
the research period of 2021-2024. The respondents in this study consist of three
groups: women who have been nominated, have served, and are currently serving
in the Regional People's Representative Council at both the district/city and
provincial levels from 2004 to the present.

The results of data collection and processing show that the efforts made by
female political activists include: First, continuing to fight for a 30% quota for
women's representation; second, the formation of women's party wings in political
parties; third, carrying out advocacy, training and programs of capacity building;
and fourth, Increasing education, both formal and non-formal for women, includes
various things technical guidance and short course.

The interviews showed that the success of their struggle was influenced by
political, socioeconomic, and cultural aspects and included family, financial, and
psychological factors. However, the 30% women's representation target has never
been achieved at all levels, based on the 2004, 2009, 2014, and 2019 election
results. The highest figure was only 29% for Banjarmasin City in 2009.
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